
Menggelitik  Rasa  Keadilan  Bagi
Pegawai  Kontrak  Swasta  terkait
Bansos/BLT  Covid-19,Oleh  :
Siruaya Utamawan, S.E*
Sebagaimana diberitakan dalam pemberitaan beberapa media, bahwa salah satu
yang  tidak  berhak  mendapatkan  Bantuan  Langsung  Tunai  (BLT)  terdampak
Covid-19 adalah Pegawai Kontrak Swasta.  Hampir sama sebangun dengan isi
pengumuman di gambar foto banner yang beredar di berbagai jaringan media
sosial, yang menyatakan/menyebut bahwa hal tersebut berdasarkan Permendes
PDTT No. 6/2020. Lebih lanjut mohon pencerahan terkait point (4) di Banner
Pengumuman yg menyatakan “Pegawai Kontrak Swasta” tidak berhak mendapat
BLT Dana Desa !.

Pertanyaan saya, apakah pengumuman tersebut benar adanya?. Apakah yg tidak
berhak  atas  BLT  sebagaimana  pengumuman  tersebut  adalah  berdasarkan
Permendes PDTT No. 6/2020 ?. Ataukah hanya tafsir atas Pasal 8A ayat (2) dan
ayat (3) Permendes PDTT No. 6/2020 yg berbunyi :

Pasal  8A  ayat  (2)  “Penanganan  dampak  pandemi  COVID-19  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di
Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.”;

Pasal 8A ayat (3) “Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang
menerima  BLT-Dana  Desa  merupakan  keluarga  yang  kehilangan  mata
pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan
(PKH),  Bantuan Pangan Non Tunai  (BPNT),  dan kartu  pra  kerja,  serta  yang
mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.”

Pertanyaan  lebih  lanjut  kenapa  Pegawai  Kontrak  Swasta  tidak  berhak
mendapatkan BLT ? Ataukah saya yang salah baca, bisa saja saya kurang literasi
terkait ketentuan Permendes PDTT No. 6/2020. Kalaupun ada ketentuan terkait
ketentuan point (4) sebagaimana dimaksud dalam pengumuman yang menyatakan
Pegawai Kontrak Swasta (PKWT) tidak berhak, lalu kenapa Pegawai Tetap Swasta
(PKWTT) tidak ada larangan ?.
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Sebagaimana kita ketahui, status Pegawai Tetap Swasta tentunya penghasilan
serta kepastian bekerjanya lebih terjamin, berbanding dengan Pegawai Kontrak
Swasta yang lebih rentan kehilangan pekerjaan akibat diputus kontrak kerja dan
lebih rentan kehilangan penghasilan.  Dengan kata lain dengan situasi  wabah
pendemik  covid-19,  Pegawai  Kontrak  Swasta  dapat  dikategorikan  sebagai
kelompok  masyarakat  yang  sangat  rentan  menjadi  warga  miskin  baru,
dikarenakan bisa saja mereka dirumahkan oleh majikan/pengusaha/pemberi kerja
dengan tidak mendapatkan penghasilan/berkurang penghasilan.

Seyogyanya, Pegawai Kontrak Swasta yang notabene berstatus Perjanjian Kerja
Waktu Tententu (PKWT) yang terdampak Covid-19,  mendapat hak yang sama
memperoleh  bansos/BLT.  Sudah  selayaknya  mereka  mendapatkannya,  karena
mereka  termasuk  golongan  masyarakat  yang  rentan  miskin.  Apabila  mereka
dikecualikan  untuk  mendapatkan  Bansos/BLT  yang  digulirkan  pemerintah,
tentunya akan mengusik rasa keadilan bagi Pegawai Kontrak Swasta. Demi azas
keadilan, mohon menjadi masukan kepada pihak terkait.
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